PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR (7% TAHUN 2022
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, dan ketentuan Pasal 9
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 82, Tambahan Lembaranm Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5942);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6041});

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224);



Menetapkan

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
451);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01),
dan

15. Peraturan Bupati Sumenep 26 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun
2022 Nomor 26).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
SUMENEP.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.



2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Sumenep.

3. Bupati adalah Bupati Sumenep.

4, Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah,
dan Kecamatan.

6. Dinas Daerah adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Sumenep.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Sumenep.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah vang selanjutnya
disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sumenep.

9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk
melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara
langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat.

10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk
melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sumenep.

11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sumenep.

12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.

13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan
hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

=

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
(1) UPTD merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu di bidang kesehatan.



(2) UPTD  dipimpin oleh Kepala yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
UPTD Kelas B, terdiri dari :

a. UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan; dan
b. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan b, terdiri atas :

a. Kepala UPTD; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan

Pasal S

(1) UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang dibidang pengadaan obat
dan perbekalan, penerimaan, penyimpanan serta
pendistribusian obat publik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan
menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program
kerja UPTD;

b. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, tata kearsipan,
perlengkapan, kebersihan, keamanan dan
ketertiban kantor dan areal Instalasi Farmasi
Kesehatan;



(1)

(2)

c. pelaksanaan pengoordinasian, pengendalian dan
penyvebarluasan informasi penyelenggaraan serta
pelaksanaan kegiatan layanan UPTD;

d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kinerja
sumber daya aparatur UPTD;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
hasil kerja UPTD;

f. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan
pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan
di Kabupaten Sumenep;

g. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan serta
pendistribusian obat publik dan perbekalan
kesehatan yang berasal dari berbagai sumber
anggaran dan sesuai dengan permintaan dari
pemilik program atau permintaan unit pelayanan
kesehatan;

h. pelaksanaan pencatatan pelaporan obat publik
dan perbekalan kesehatan serta obat program
kesehatan yang menjadi tanggung jawabnyva;

i. pelaksanaan monitoring, supervisi dan evaluasi
pengelolaan obat publik dan perbekalan
kesehatan pada unit pelayanan kesehatan di
wilayah kerjanya;

i. pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimbingan
teknis pengelolaan obat publik dan perbekalan
kesehatan serta penggunaan obat program
kesehatan bagi tenaga kesehatan di unit
pelavanan kesehatan dasar;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinva.

Bagian Kedua
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 6

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang dibidang fasilitasi
Laboratorium Kesehatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah,

menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program
kerja teknis operasional UPTD;

b. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, tata kearsipan,
perlengkapan, kebersihan, keamanan dan
ketertiban kantor dan areal Laboratorium
Kesehatan Daerah;



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

c. penyusunan perencanaan kegiatan dan
kebutuhan alat dan reagent Unit Pelaksana
Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;

d. pelaksanaan pelayanan teknis laboratorium

kesehatan Daerah;

pelaksanaan Pelayanan Laboratorium Klinis;

pelaksanaan pemungutan, pembukuan, pelaporan

dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

wilayah kerjanya ke Kas Daerah; dan

g. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(D

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan sesuail dengan keahlian dan
keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang
pelaksanaan fungsi UPTD dan bertanggung jawab
kepada Kepala UPTD.

Kelompok  Jabatan Fungsional  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah pejabat
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh tenaga
fungsional senior yang ditunjuk sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala
UPTD.

Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi
UPTD berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

Dalam melaksanakan fungsi UPTD, Kepala UPTD dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Kepala  UPTD  wajib  melaksanakan sistem
pengendalian internal dilingkungan masing-masing,.



(4) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan  bawahan dan membenkan
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan.

(5) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas serta menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.

(6) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas,
wajib menyampaikan tembusan kepada unit
organisasi lain yvang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

BABV
PENGISIAN JABATAN

Pasal 9

(1) Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b,
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai
dengan  peraturan  perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Kepala UPTD adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan
Eselon IVB.

(3) Selain Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional, pada
UPTD terdapat jabatan pelaksana.

(4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan
pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan
dan analisis beban kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD
dibebankan pada APBD Kabupaten Sumenep dan sumber
lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Sumenep Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumenep dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



P ————

DRIIND D

TANGCAL
TAHUN

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep

“'“—“‘“m pada wanesel “ 14 JuL 2022
14 JUL zuzz s;}“
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Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 63 Ta% 022
Tanggal :] 4 JUL

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD INSTALASI FARMASI KESEHATAN DAN UPTD LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH

KEPALA UPTD

JABATAN
FUNGSIONAL

ERNENDRE

KELOMPOK ‘




